



A. Latar Belakang Masalah 
Pada konsepsi pembangunan ekonomi terdapat beberapa sektor ekonomi 
yang menjadi primadona sebagai pendongkrak perekonomian, salah satunya 
adalah sektor transportasi atau dalam istilah hukum dikenal dengan sektor 
pengangkutan. Vitalitas sektor pengangkutan dalam pembangunan perekonomian 
disebabkan oleh fungsi strategisnya sebagai sektor tersier dalam kegiatan ekonomi 
yakni sektor yang menyediakan jasa pelayanan kepada sektor-sektor lain seperti 
pertanian, perindustrian, perdagangan, pertambangan, pendidikan, kesehatan, 
pariwisata, dan lainnya (Rahardjo Adisasmita, 2015 : 9). Alasan tersebut 
dibuktikan berdasarkan data bahwa pemerintah memproyeksikan pada tahun 2015 
sektor pengangkutan memberikan sumbangsih bagi Product Domestic Bruto 
(PDB) Indonesia yakni pada sub sektor pengangkutan jalan raya sebesar Rp 
463,058 triliun, pengangkutan laut sebesar Rp 129,963 triliun, dan pengangkutan 
udara sebesar Rp 62,214 triliun (Kementerian Perencanaan Pembangunan 
Nasional / Bappenas, 2012 : 1). Adapun karenanya, sektor pengangkutan wajib 
dibangun lebih lanjut guna meningkatkan perekonomian bangsa. 
Pada upaya pengembangan sektor pengangkutan terdapat aspek-aspek yang 
wajib diperhatikan khususnya terkait pemenuhan terhadap perkembangan 
permintaan pasar seperti terjangkaunya biaya jasa, waktu perjalanan, fleksibilitas 
atau kemampuan moda dalam beradaptasi dengan perubahan jadwal, tingkat 
kenyamanan dan privasi, performa moda, dan tingkat keamanan dalam layanan 
angkutan (Masabumi Furuhata, 2013 : 2). Selain hal-hal tersebut, adanya 
perubahan lingkungan yang dinamis, otonomi daerah, globalisasi ekonomi, 
perubahan perilaku permintaan jasa angkutan, kondisi politik, perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, kepedulian pada kelestarian lingkungan hidup, serta 
adanya keterbatasan sumber daya juga menjadi hal yang patut diperhatikan 
(Rahardjo Adisasmita, 2015 : 17). Berdasarkan hal tersebut, terdapat harapan 
adanya pengembangan secara kontinou alternatif sarana angkutan guna 
menyesuaikan perkembangan kebutuhan pembangunan dan permintaan 
masyarakat di era globalisasi ekonomi (Vancouver Board of Trade, 2016 : 8). 
Dewasa ini, masyarakat global sedang menghadapi eksistensi dari inovasi 
alternatif pelayanan angkutan yang dikenal dengan istilah sistem real time ride 
sharing. Sistem real time ride sharing atau disebut juga dinamic ride sharing 
merupakan pelayanan angkutan dengan satu atau lebih perjalanan yang di 
dalamnya terdapat aktivitas berbagi tumpangan antara pemilik kendaraan dengan 
penumpang, tanpa jadwal tetap, dan adanya kesepakatan pelayanan sebelum 
diselenggarakannya perjalanan (Andrew M. Amey, 2010 : 27). Pemenuhan biaya 
angkutan yang lebih rendah, usaha pelestarian lingkungan hidup, pengembangan 
teknologi, fleksibilitas pemesanan layanan, dan pelayanan yang lebih memuaskan 
merupakan aspek yang diklaim sebagai keunggulan dari sistem real time ride 
sharing (A Better City, 2015 : 5).  
Dalam konteks angkutan jalan di Indonesia, khususnya terhadap data  traffic 
index rate yang dipublikasi oleh Numbeo bahwa Indonesia menduduki peringkat 
sebelas sebagai negara termacet di dunia dan Kota Jakarta sebagai kota paling 
macet peringkat 17 di dunia (Otosia, 2015 dalam 
http://www.otosia.com/berita/pertengahan-2015-rangking-kemacetan-indonesia-
makin-naik.html). Disisi lain, atas kemacetan yang terjadi di Kota Jakarta 
menghasilkan indeks polusi udara sebesar 84,73 yang menempatkannya di kota 
paling berpolutan di peringkat 27 di dunia (Numbeo, 2016 dalam 
http://www.numbeo.com/pollution/rankings.jsp). Berdasarkan data tersebut, 
sistem real time ride sharing dinilai berpotensi untuk mendukung aspek-aspek 
yang dibutuhkan dalam perkembangan permintaan pasar terhadap pelayanan 
angkutan khususnya pada kota-kota besar yang penulis paparkan sebelumnya. 
Real time ride sharing merupakan gabungan dari dua unsur yang 
membentuknya yakni ride sharing dan real time. Unsur ride sharing pada konsep 
real time ride sharing merupakan pengembangan dari agenda globalisasi ekonomi 
mengenai sharing economy. Terdapat kegiatan konsumsi secara kolaboratif dalam 
konsep sharing economy yang memungkinkan para pihak dalam suatu komunitas 
yang terkoordinasi untuk memperoleh, memberikan, ataupun berbagi akses antara 
pihak satu dengan pihak yang lain (Juho Hamari, 2015 : 1). Berbagi akses 
dimungkinkan untuk properti, sumber daya, waktu, dan keterampilan yang 
dimiliki sehingga dapat dilakukan pemaksimalan aset yang sebelumnya tidak atau 
kurang terpakai menjadi suatu yang dapat mendatangkan manfaat ekonomi 
(Debbie Wosskow, 2014 :7).  
Dalam hal konsep real time ride sharing, unsur ride sharing dalam 
pengembangan sharing economy dapat dikorelasikan bahwa terdapat upaya 
konsumsi secara kolaboratif dengan cara pemaksimalan aset berupa kendaraan 
pribadi yang dimungkinkan untuk berbagi penggunaannya dengan pihak lain 
sehingga berdampak pada dimungkinkannya penghematan biaya perjalanan 
dengan cara berbagi biaya perjalanan (Xing Wang, 2013 : 8). Dengan adanya 
pembagian penggunaan kendaraan pribadi, memberikan efek domino pula 
terhadap kelestarian lingkungan karena dapat meminimalisir jumlah kendaraan 
dengan cara menggunakan kendaraan secara bersama-sama atau kolaboratif. 
Unsur selanjutnya dalam konsep real time ride sharing adalah unsur real 
time. Unsur ini berkenaan dengan optimalisasi peran teknologi melalui 
pengembangan platform aplikasi online pada perangkat mobile sebagai bagian 
terpenting dalam pengembangan konsep real time ride sharing di era globalisasi 
ekonomi (Hannah Posen, 2015 : 3). Aplikasi online tersebut dikembangkan oleh 
perusahaan teknologi informasi yang memungkinkan terhubungnya penumpang 
atau konsumen dengan pengemudi pemilik kendaraan pribadi secara real time 
sehingga terdapat transaksi pelayanan angkutan dengan biaya yang sudah tertera 
secara pasti yang merupakan hasil rumusan kesepakatan antara pemilik kendaraan 
dengan perusahaan penyedia aplikasi (Catherine Lee, 2014 : 6). 
Konsep real time ride sharing dewasa ini telah menjadi suatu entitas bisnis  
baru di bidang pengangkutan orang. Entitas bisnis ini telah menjamur ke negara-
negara di dunia dan menciptakan transaksi ekonomi yang masif pada operasional 
bisnisnya. Berdasar data penelitian dari Hall dan Krueger pada suatu studi bagi 
perusahaan Uber bahwa dalam tiga bulan pertama pada tahun 2014 bisnis real 
time ride sharing telah mendistribusikan 657 Juta Dollar Amerika di Amerika 
Serikat (Scott Wallsten, 2015 : 5). Hal ini membuktikan bahwa bisnis angkutan 
orang berbasis real time ride sharing memiliki keunggulan dalam pembangunan 
ekonomi di bidang pengangkutan. 
Salah satunya negara yang sedang menghadapi eksistensi bisnis angkutan 
orang berbasis real time ride sharing adalah Indonesia. Di Indonesia konsep real 
time ride sharing disebut dan/atau diklasifikasikan sebagai transportasi online 
atau  yang penulis korelasikan dengan diksi hukum sebagai angkutan online. Hal 
ini dikarenakan pemesanan pelayanan angkutannya yang dilakukan dengan 
sebuah aplikasi online berbasis teknologi informasi. Setidaknya terdapat tiga 
entitas bisnis angkutan online yang sedang melebarkan bisnisnya di Indonesia 
yakni Gojek yang menjalankan kegiatan bisnisnya dengan moda angkutan berupa 
sepeda motor dan Uber serta Grab yang menjalankan kegiatan bisnisnya dengan 
moda angkutan berupa kendaraan mobil (Vidya Prahassacitta, 2016 dalam 
business-law.binus.ac.id/2016/05/15/permasalahan-finansial-gojek-dan-dukungan 
-negara-yang-abu-abu/ diakses pada tanggal 18 Juli 2016). 
Berdasarkan karakteristik dari konsep real time ride sharing, tidak semua 
pelayanan angkutan online yang ada di Indonesia menerapkan konsep real time 
ride sharing. Terdapat pelayanan angkutan yang menggunakan aplikasi online 
sebagai penghubung pihak pengemudi dengan pihak penumpang namun tidak 
menggunakan kendaraan pribadi milik individu masyarakat sebagai kendaraan 
pengangkut penumpang yakni sistem real time bukan ride sharing yang 
menggunakan kendaraan harta kekayaan perusahaan  dan sistem ride sharing 
bukan real time yang tidak menerapkan sisi real time namun menyelenggarakan 
sistem ride sharing. Sebagai contoh pada bisnis Grab, pelayanan angkutan Grab 
Taxi menggunakan aplikasi online namun kendaraan yang digunakan adalah 
kendaraan taksi yang merupakan kendaraan milik perusahaan taksi (Grab, 2016 
dalam https://www.grab.com/id/taxi/ diakses pada tanggal 15 Agustus 2016). 
Berbeda halnya dengan pelayanan Grab Car dan Grab Bike pada bisnis Grab 
(Grab, 2016 dalam https://www.grab.com/id/ diakses pada tanggal 15 Agustus 
2016) serta Uber Motor, UberX, dan Uber Black pada bisnis Uber (Uber, 2016 
dalam https://www.uber.com/id/cities/jakarta/ diakses pada tanggal 15 Agustus 
2016) yang menggunakan kendaraan pribadi dalam memenuhi pelayanan 
angkutan pada pihak penumpangnya. 
Stressing dari penelitian penulis adalah menggali konsep penyelenggaraan 
real time ride sharing sebagai inovasi baru dalam pelayanan angkutan orang di 
Indonesia yang dinilai pro terhadap kelestarian lingkungan dan perbaikan 
perekonomian. Konsep angkutan online yang tidak hanya menerapkan unsur real 
time atau online melalui pengembangan teknologi sebagaimana pada konsep 
angkutan real time bukan ride sharing ataupun pada transportasi online lain pada 
umumnya, namun terdapat unsur ride sharing yang memiliki konsep dalam 
memanfaatkan kendaraan pribadi sebagai kendaraan yang dapat di-sharing-kan 
dengan penumpang lain untuk menyelenggarakan suatu pelayanan angkutan. 
Eksistensi real time ride sharing di Indonesia terdapat pada sektor 
pengangkutan jalan raya. Keberlangsungan sektor ini memiliki pengaturan pada 
hukum pengangkutan yakni ketentuan hukum tentang penyelenggaraan angkutan 
jalan sebagaimana diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang selanjutnya disebut 
UU 22/2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan 
Jalan, yang selanjutnya disebut PP 74/2014. Sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat 
(1) UU 22/2009, penyelenggaraan angkutan jalan merupakan tanggung jawab dari 
pemerintah. Sedangkan Pasal 5 ayat (2) mengatur bahwa tanggung jawab dari 
pemerintah dilaksanakan dengan adanya pembinaan meliputi perencanaan, 
pengaturan, pengendalian dan pengawasan. Atas dasar pelaksanaan terhadap pasal 
tersebut, pemerintah pada tanggal 1 April 2016 mengundangkan aturan pelaksana 
dari UU 22/2009 dan PP 74/2014 yakni Peraturan Menteri Perhubungan Republik 
Indonesia Nomor PM 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang 
dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek, yang selanjutnya 
disebut Permenhub 32/2016. 
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dalam website resminya 
menentukan bahwa Permenhub 32/2016 merupakan peraturan perundang-
undangan yang menjadi payung hukum bagi penyelenggaraan angkutan umum 
dengan aplikasi berbasis teknologi informasi atau angkutan online (Kementerian 
Perhubungan Republik Indonesia, 2016 dalam 
www.dephub.go.id/welcome/readPost/permenhub-32-tahun-2016-payung-hukum-
taxi-aplikasi-yang-transparan diakses pada tanggal 17 Juli 2016 pukul 15.10 
WIB). Hal ini dapat ditinjau dari ketentuan Bab IV Permenhub 32/2016 tentang 
Penyelenggaraan Angkutan Umum dengan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi 
yang sangat erat pengaturannya dengan keberlangsungan bisnis angkutan online 
yang menggunakan aplikasi pada perangkat mobile untuk membantu 
penyelenggaraan angkutannya. Berdasarkan hal tersebut, penulis menilai bahwa 
penyelenggaraan bisnis angkutan orang berbasis real time ride sharing yang 
merupakan bagian dari konsep angkutan online juga berpotensi untuk memiliki 
keterikatan hukum dengan ketentuan Permenhub 32/2016.  
Permenhub 32/2016 pada pokoknya mengatur mengenai jenis-jenis 
pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek 
dan seluk beluk dalam penyelenggaraan angkutannya termasuk ketentuan 
penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi oleh pelayanan angkutan orang 
yang terdapat pada Bab IV Permenhub 32/2016. Potensi keterikatan hukum antara 
pelayanan angkutan orang berbasis real time ride sharing dengan ketentuan 
Permenhub 32/2016 dapat terwujud apabila pelayanan angkutan yang ada 
terklasifikasi sebagai pelayanan angkutan yang diatur oleh Permenhub 32/2016. 
Adapun karenanya, dalam hal kondisi tersebut dapat terwujud maka terdapat 
kewajiban bagi stake holder pada bisnis pelayanan angkutan orang berbasis real 
time ride sharing untuk menaati dan melaksanakan setiap ketentuan yang ada 
khususnya pada Bab IV Permenhub 32/2016. 
Adanya potensi keterikatan hukum antara keduanya memberikan urgensi 
bagi penulis untuk melakukan fokus penelitian terkait isu hukum mengenai 
implikasi hukum yang ditimbulkan oleh ketentuan Permenhub 32/2014 terhadap 
penyelenggaraan angkutan orang berbasis real time ride sharing yang pada 
dasarnya telah eksis terlebih dahulu sebelum pengundangan Permenhub32/2016. 
Ahmad Ali (2008 : 192) mendefinisikan implikasi atau akibat hukum adalah suatu 
implikasi yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan 
oleh subjek hukum. Penyelenggaraan bisnis angkutan berbasis real time ride 
sharing pada dasarnya merupakan peristiwa hukum dengan adanya perjanjian 
yang mengikat para pihak yang ada di dalamnya. Berdasarkan atas pengundangan 
Permenhub 32/2016, penulis melakukan penelitian hukumnya mengenai 
bagaimanakah implikasi hukum apa saja yang timbul atas pengaturan pada Bab 
IV Permenhub 32/2016 terhadap penyelenggaraan bisnis angkutan berbasis real 
time ride sharing yang telah eksis sebelum pengundangan Permenhub 32/2016. 
Guna menjawab isu hukum di atas, penulis melakukan pengkajian terlebih 
dahulu terhadap salah satu entitas bisnis yang menyelenggarakan inovasi bisnis 
angkutan orang berbasis real time ride sharing untuk mengetahui konsep 
penyelenggaraan bisnisnya sebelum mengkaji implikasi hukum apa saja yang 
timbul atas pengaturan pada Bab IV Permenhub 32/2016. Bab IV Permenhub 
32/2016 berisikan ketentuan mengenai subyek dan obyek hukum dalam kerjasama 
yang dilakukan antara pihak perusahaan penyedia aplikasi berbasis teknologi 
informasi dengan pihak perusahaan angkutan umum. Adapun karenanya, penulis 
dalam menggali konsep penyelenggaraan bisnis angkutan orang berbasis real time 
ride sharing didasarkan pada pengkajian terhadap aspek-aspek hukum yang 
terdapat di dalam penyelenggaraan bisnisnya khususnya mengenai subyek hukum 
dan obyek hukumnya dengan mengkaji perjanjian yang mengikat para pihak. 
Penulis dalam penelitiannya, memilih bisnis angkutan online Grab diantara 
Uber, Grab, dan Gojek sebagai entitas bisnis yang dikaji guna mengetahui konsep 
penyelenggaraan bisnis angkutan orang berbasis real time ride sharing. Hal ini 
disebabkan Gojek memberikan pelayanan angkutan orang dengan kendaraan 
motor yang berstatus ilegal sebagai kendaraan bermotor umum sebagaimana 
ketentuan Pasal 1 ayat 3 Permenhub 32/2016. Hanya kendaraan jenis mobil 
penumpang atau bus yang dapat dikategorikan sebagai kendaraan bermotor 
umum. Terkait Uber, kendati dalam pelayanan angkutannya memiliki kesamaan 
dengan Grab dalam penggunaan kendaraan jenis mobil, namun kontrak elektronik 
para pihak pada website perusahaan aplikasi Uber kurang informatif untuk dapat 
dikaji lebih lanjut terkait konsep penyelenggaraan bisnis angkutan orang berbasis 
real time ride sharing yang diselenggarakannya. 
Aplikasi online Grab menawarkan lima pilihan pelayanan angkutan yang 
membentuk entitas bisnisnya yakni Grab Taxi yang melayani angkutan dengan 
menggunakan taksi, Grab Car yang melayani dengan mobil, Grab Bike yang 
melayani dengan motor, serta Grab Express dan Grab Food yang melayani jasa 
kurir dengan sepeda motor (Grab, 2016 dalam www.grab.com/id/about/ diakses 
pada tanggal 17 Juli 2016 pukul 11.10 WIB). Perlu menjadi catatan bahwa tidak 
semua pelayanan angkutan pada bisnis Grab mengadopsi konsep angkutan orang 
berbasis real time ride sharing. Dalam hal ini, hanya pelayanan angkutan Grab 
Car dan Grab Bike yang memenuhi karakteristik konsep angkutan orang berbasis 
real time ride sharing. Pelayanan Grab Express dan Grab Food tidak memenuhi 
karena obyek angkutannya bukan orang melainkan barang.  
Pelayanan angkutan Grab Taxi pada dasarnya memiliki obyek angkutan 
berupa orang, namun bukan termasuk konsep real time ride sharing melainkan 
real time bukan ride sharing karena pelayanan Grab Taxi tidak menggunakan 
kendaraan pribadi dalam pelayanan angkutannya sebagaimana karakteristik real 
time bukan ride sharing yang penulis jabarkan di awal. Terkait Grab Car dan Grab 
Bike, penulis memilih pelayanan angkutan Grab Car dalam menjawab 
permasalahan terkait konsep penyelenggaraan bisnis angkutan orang berbasis real 
time ride sharing, karena pelayanan angkutan Grab Bike menggunakan kendaraan 
jenis sepeda motor yang berstatus ilegal sebagaimana keterangan pada Gojek. 
Pemaparan di atas memberikan informasi bahwa penelitian yang dilakukan 
oleh penulis adalah penelitian yang memberikan dampak diketahuinya implikasi 
hukum yang timbul terhadap penyelenggaraan angkutan orang real time ride 
sharing pada bisnis angkutan online atas pengundangan Permenhub 32/2016 
dengan mengkaji ketentuan hukum pada Bab IV Permenhub 32/2016 dan konsep 
penyelenggaraan angkutan orang real time ride sharing pada bisnis angkutan 
online Grab Car melalui aspek subyek dan obyek hukumnya. Dalam 
penelitiannya, penulis menilai bahwa penelitian yang dilakukannya memiliki 
kebaharuan di bidang penulisan hukum (skripsi). Pasalnya belum terdapat karya 
tulis ilmiah yang ditemukan penulis pada derajat penulisan hukum (skripsi) baik 
di dalam maupun luar Indonesia yang mengkaji isu hukum yang sama dengan apa 
yang menjadi obyek penelitian pada  penulisan hukum (skripsi) penulis. 
Penulis dalam hal ini menemukan beberapa karya tulis ilmiah yang menjadi 
rujukan dalam penulis hukum (skripsi) penulis yang memiliki unsur kajian yang 
sama mengenai ride sharing namun dengan cara, bentuk, dan obyek kajian yang 
berbeda yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Diantaranya adalah karya 
tulis thesis yang melakukan kajian mengenai tantangan dan peluang penerapan 
konsep real time ride sharing dalam judul “Real-Time Ridesharing : Exploring 
the Opportunities and Challenges of Designing a Technology-based Rideshare 
Trial for the MIT Community” yang merupakan thesis yang ditulis oleh Andrew 
M. Amey pada tahun 2010 dalam program studi Master of Science in 
Transportation di Massachusetts Institute of Technology. Terdapat pula karya 
tulis jurnal yang ditulis oleh Hannah Posen pada tahun 2015 yang berjudul 
“Ridesharing in the Sharing economy : Should Regulators Impose Uber 
Regulations on Uber?” yang diterbitkan oleh Columbia University pada Jurnal 
Iowa Law Review Vol. 101 : 405 yang mengkaji terkait konsep ride sharing 
sebagai bagian dari agenda sharing economy yang sedang berkembang di 
lingkungan masyarakat dunia. Di Indonesia, penulis menemukan karya tulis jurnal 
dengan judul “Potensi Pengembangan Program Ridesharing Berdasarkan 
Preferensi Pekerja di Kawasan Perumahan Kemang Pratama Kota Bekasi yang 
ditulis oleh Aditia Mulia Rachman pada Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota B 
SAPPK V4N1 yang diterbitkan oleh Institut Teknologi Bandung, yang mengkaji 
potensi pengembangan ridesharing dalam satu kawasan namun belum terdapat 
konsep mengenai unsur real time dalam real time ride sharing. 
Berdasarkan pemaparan diatas, menjadi latar belakang bagi penulis dalam 
melakukan penulisan hukum dengan judul “Implikasi Hukum terhadap 
Penyelenggaraan Angkutan Orang Berbasis Real Time Ride Sharing pada 
Bisnis Angkutan Online Grab Car atas Pengundangan Peraturan Menteri 
Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 32 Tahun 2016 tentang 
Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum 
Tidak dalam Trayek” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan sebelumnya, penulis 
merumuskan masalah dalam penulisan hukumnya sebagai berikut : 
1. Apakah aspek hukum dalam penyelenggaraan angkutan orang berbasis real 
time ride sharing pada bisnis angkutan online Grab Car ? 
2. Apa implikasi hukum yang timbul terhadap penyelenggaraan angkutan orang 
berbasis real time ride sharing pada bisnis angkutan online Grab Car atas 
pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 
32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan 
Bermotor Umum Tidak dalam Trayek ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Pada suatu penelitian terdapat dua macam tujuan yakni tujuan obyektif dan 
tujuan subyektif. Tujuan yang hendak dicapai penulis adalah sebagai berikut : 
1. Tujuan Obyektif 
a. Mengetahui aspek hukum dalam penyelenggaraan bisnis angkutan orang 
berbasis real time ride sharing pada bisnis angkutan online Grab Car 
b. Mengetahui implikasi hukum yang timbul terhadap penyelenggaraan 
angkutan orang berbasis real time ride sharing pada bisnis angkutan online 
Grab Car atas pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan Republik 
Indonesia Nomor PM 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan 
Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek 
2. Tujuan Subyektif 
a. Memperoleh data dan informasi yang digunakan sebagai bahan penyusunan 
penulisan hukum (skripsi) guna memenuhi persyaratan persyaratan 
memperoleh derajat sarjana (S1) dalam ilmu hukum di Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret 
b. Mengembangkan dan memperluas wawasan serta pengetahuan penulis 
mengenai aspek ilmu hukum dalam teori dan praktik, khususnya mengenai 
penyelenggaraan angkutan orang berbasis real time ride sharing pada bisnis 
angkutan online Grab Car. 
c. Menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis peroleh guna 
memberi sumbangsih kemanfaatan bagi penulis dan masyarakat luas  
 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian dalam penulisan hukum (skripsi) yang penulis lakukan 
diharapkan memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat 
penelitian adalah sebagai berikut : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Hasil penelitian yang ada diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi 
perkembangan ilmu pengetahuan dan menjadi referensi mengenai bisnis 
angkutan orang berbasis real time ride sharing khususnya pada bisnis 
angkutan online Grab Car   
b. Hasil penelitian yang ada diharapkan dapat dijadikan bahan masukan untuk 
penelitian atau penulisan karya ilmiah di bidang hukum sejenis pada masa 
yang akan datang 
2. Manfaat Praktis 
a. Penelitian yang dilakukan dapat menjadi wadah bagi penulis dalam 
mengembangkan penalaran dan pola pikir ilmiah terhadap keilmuan yang 
diperoleh penulis 
b. Hasil penelitian yang ada dapat memeberikan sumbangsih bagi semua 
pihak, baik pemerintah, stake holder dalam bisnis angkutan orang berbasis 
real time ride sharing, serta masyarakat secara luas yang membutuhkan 
informasi atas pengetahuan terkait dengan permasalahan pada penelitian  
 
E. Metode Penelitian 
Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang 
timbul. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa 
yang seyogyanya atas isu yang diajukan (Peter Mahmud Marzuki, 2014 : 83). 
Dalam menjawab isu hukum yang akan dianalisis diperlukan penggunaan metode 
penelitian yang mendukung dalam penulisan hukum. Hal ini guna mempermudah 
dalam memecahkan permasalahan atas isu hukum yang ada sesuai dengan 
karakteristik keilmuan hukum. Adapun karenanya, berikut metode yang 
digunakan penulis dalam penelitian hukumnya : 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah 
penulisan hukum normatif. Penelitian hukum (legal research) adalah suatu 
proses untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum 
sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu 
sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan 
norma hukum atau prinsip hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014 : 47). Dalam 
hal ini, penelitian hukum sudah barang tentu merupakan penelitian normatif 
(Peter Mahmud Marzuki, 2014 : 56). 
2. Sifat Penelitian 
Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
preskriptif. Dalam hal ini, objek ilmu hukum adalah koherensi antara norma 
hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum serta 
koherensi antara tingkah laku (act)-bukan perilaku (behavior)-individu dengan 
norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014 : 41-42). Penelitian hukum yang 
bersifat preskriptif bertujuan memberikan preskripsi mengenai apa yang 
seyogyanya dilakukan terhadap isu hukum yang timbul, bukan membuktikan 
kebenaran hipotesis. Preskripsi dalam hal ini harus timbul dari hasil telaah 
yang dilakukan (Peter Mahmud Marzuki, 2014 : 69). 
Berdasarkan definisi tersebut karakter preskriptif yang akan dikaji adalah 
mengenai bagaimana seharusnya Peraturan Menteri Perhubungan Republik 
Indonesia Nomor PM 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan 
Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek mengatur 
penyelenggaraan angkutan orang berbasis real time ride sharing pada bisnis 
angkutan online Grab Car. 
3. Pendekatan Penelitian 
Peter Mahmud Marzuki (2014 : 133) menyebutkan bahwa di dalam 
penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan undang-
undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan 
historis (historical approach, pendekatan komparatif (comparatif approach), 
dan pendekatan konseptual (conceptual approach). 
Pendekatan yang digunakan dalam penetian ini adalah pendekatan 
undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual 
approach). Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan 
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang 
dikaji (Peter Mahmud Marzuki, 2014 : 133), sedangkan pendekatan konseptual 
(conceptual approach) digunakan untuk mengkaji penelitian yang tidak 
beranjak dari aturan hukum yang ada (Peter Mahmud Marzuki, 2014 : 177). 
4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 
Penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Untuk memecahkan isu 
hukum dan sekaligus memberikan preskripsi diperlukan sumber-sumber 
penelitian. Sumber-sumber penelitian dapat dibedakan menjadi sumber-sumber 
penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari perundang-
undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-
undangan, dan putusan-putusan hakim, sedangkan bahan hukum sekunder 
merupakan bahan hukum berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan 
merupakan dokumen-dokumen resmi (Peter Mahmud Marzuki, 2014 : 181). 
Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah sebagai 
berikut : 
a. Bahan hukum primer 
1) Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945; 
2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan; 
3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan; 
dan 
4) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 32 
Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan 
Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek. 
b. Bahan hukum sekunder 
Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini 
meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, 
komentar-komentar atas putusan pengadilan, hasil karya ilmiah dan 
penelitian yang relevan atau terikat dengan penelitian ini termasuk skripsi, 
tesis, disertasi, majalah, dan artikel hukum, baik yang disajikan secara fisik 
maupun online (Peter Mahmud Marzuki, 2014 : 195-196). 
c. Bahan-bahan non hukum  
Bahan-bahan non hukum adalah bahan-bahan yang berasal dari kajian 
non hukum yang dapat digunakan oleh praktisi hukum untuk 
mengidentifikasi dan menganalisis fakta secara akurat dan menemukan isu 
hukum atas fakta tersebut. Sebagai contoh dalam gugatan wanprestasi di 
bidang konstruksi, seorang pengacara dapat menggunakan hasil kajian ahli 
teknik sipil di bidang konstruksi yang dapat menggambarkan fakta lapangan 
guna mendukung petitum dalam gugatannya (Peter Mahmud Marzuki, 2014 
: 204-205). 
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum ini adalah 
menggunakan teknik studi pustaka (library research). Studi kepustakaan 
diperlukan guna memperoleh landasan teori yang berkaitan dengan penelitian 
untuk melakukan kajian lebih lanjut. Proses setelah isu hukum ditetapkan, 
penulis melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang 
relevan dengan isu yang sedang dihadapi.  
6. Teknik Analisis Bahan Hukum 
Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian 
hukum ini adalah menggunakan metode deduksi. Menurut Philipus M. Hadjon, 
penggunaan metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis mayor yang 
merupakan aturan hukum, kemudian diajukan premis minor yang merupakan 
fakta hukum. Kedua premis kemudian ditarik kesimpulan atau conclusion 
(Peter Mahmud Marzuki, 2014 : 89-90). 
 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
Sistematika penulisan hukum ini disajikan dalam rangka memberikan 
gambaran yang jelas, komprehensif, dan menyeluruh mengenai bahasan yang 
dikaji oleh penulis. Penulis menyusun sistematika penulisan hukum dalam 4 
(empat) bab dengan setiap bab terbagi menjadi beberapa sub bab yang 
dimasukkan untuk mempermudah pemahaman, pembahasan, dan penganalisisan 
dari penelitian hukum yang ada. Adapun sistematika penulisan hukum tersebut 
diuraikan sebagai berikut : 
BAB I  PENDAHULUAN 
Pada bab mengenai pendahuluan penulis menguraikan beberapa 
sub bab sebagai berikut : 
A. Latar Belakang Masalah 
Pada latar belakang masalah diuraikan isu hukum yang 
melatarbelakangi penulis dalam melakukan penulisan hukum 
(skripsi) 
B. Perumusan Masalah 
Pada perumusan masalah diuraikan pertanyaan yang menjadi 
permasalahan isu hukum dalam penulisan hukum (skripsi) 
penulis   
C. Tujuan Penelitian 
Pada tujuan penelitian diuraikan tujuan penulis baik tujuan 
obyektif maupun subyek dalam penulisan hukum (skripsi) 
D. Manfaat Penelitian 
Pada manfaat penelitian diuraikan manfaat yang diharapkan 
penulis dalam penulisan hukum (skripsi) baik manfaat teoritis 
maupun manfaat praktis 
E. Metode Penelitian 
Pada metode penelitian diuraikan metode apa yang digunakan 
oleh penulis dalam melakukan penelitian guna menjawab 
permasalahan hukum dalam penulisan hukum (skripsi) 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
Pada sistematika penulisan hukum disajikan kerangka dari bab 
per bab maupun sub bab per sub bab yang menggambarkan 
isian dari penulisan hukum (skripsi) penulis 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab mengenai tinjauan pustaka penulis menguraikan beberapa 
kerangka teori dan pemikiran yang menjadi pijakan dalam 
menjawab permasalahan dari penulisan hukum ini : 
A. Kerangka Teori 
1. Tinjuan tentang Pengangkutan 
2. Tinjauan tentang Angkutan Orang 
3. Tinjauan tentang Perusahaan 
4. Tinjuan tentang Real Time Ride sharing 
5. Tinjauan tentang Kontrak Elektronik 
B. Kerangka Pemikiran 
Pada kerangka pemikiran diuraikan mengenai alur pemikiran 
penulis dalam menghubungkan latar belakang, permasalahan 
dan kajian teori dengan demikian dapat menghasilkan 
kesimpulan yang menjadi jawaban dari permasalahan yang 
diajaukan  dalam penulisan hukum ini. 
BAB III  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 Pada bab mengenai hasil penelitian dan pembahasan memberikan 
penguraian jawaban atas permasalahan yang dikaji dalam 
penelitian yang meliputi : 
A. Aspek hukum dalam penyelenggaraan angkutan orang berbasis 
real time ride sharing pada bisnis angkutan online Grab Car 
B. Implikasi hukum yang timbul terhadap penyelenggaraan 
angkutan orang berbasis real time ride sharing pada bisnis 
angkutan online Grab Car atas pengundangan Peraturan 
Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 32 
Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan 
Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek 
BAB IV  PENUTUP 
A. Simpulan 
Pada sub bab mengenai simpulan diuraikan mengenai 
simpulan atas pembahasan yang menjawab permasalahan dan 
isu hukum yang ada 
B. Saran 
Pada sub bab mengenai saran diuraikan saran-saran yang 
ditujukan kepada pihak yang berkaitan dan berkepentingan, 
disajikan dalam bentuk preskripsi mengenai apa yang 
seharusnya dilakukan 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
